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CSR can be defines as the way a company manages its overall impacts on 
contribution to society through the following 3 spheres of corporate 

influences:

• Core business Operations & Investments

• Strategic Philanthropy & Community 
investment

• Public policy dialogue, advocacy & institution 
Building



Terdapat beberapa indikator yang bisa dijadikan sebagai ukuran
sejauhmana keseriusan perusahaan menjalankan aktivitas CSR.

• Pertama, tidak semua perusahaan memiliki Standar
Operasional Prosedur (SOP) mengenai CSR. 

• Kedua, tidak semua perusahaan memiliki departemen
atau divisi khusus yang menangani CSR, karena selama
ini aktivitas CSR masih dirangkap oleh divisi Hubungan
Masyarakat (Humas) atau Human Resources 
Development (HRD).

• Ketiga, perusahaan tidak fokus menyiapkan Sumber
daya Manusia (SDM) yang memiliki kapasitas
dalam mengelola CSR(Rahmatullah, 2011).



Munculnya Perda CSR setidaknya memunculkan 4 (empat) 
kemungkinan:

• pertama, ada kesan Pemda berupaya membagi beban
tanggungjawab pembangunan kepada perusahaan.

• kedua, ada upaya meraup dana untuk pembangunan
daerah yang bersumber dari pihak ketiga.

• Ketiga, Pemda berupaya mengelola program CSR satu
atap di koordinir oleh Pemda, walaupun belum jelas
pola dan tata laksananya. 

• Keempat, pihak perusahaan tidak serius dalam
mendesain dan melaksanakan program CSR.



Semangat Perda

• Bekerja sama untuk mensejahterakan
masyarakat yang membutuhkan dan mengelola
alam

• Pemahaman terhadap kebutuhan masing-maing
pihak. Pemerintah butuh sumber dana lain; 
Pebisnis butuh profit (pengurangan biaya, 
branding, pengakuan/penghargaan, 
kemudahan, kepastian







Rancangan PERDA CSR

• Secara umum sudah baik

• Secara khusus, redaksional dan konsistensi
(baik istilah, tugas, bentuk kegiatan) dapat
ditingkatkan



Rancangan PERDA CSR

• Konsistensi istilah. Ada yang menyebut TJSP, 
ataukah TSP, bahkan ada yang TSLP (pasal 2 
poin (2) b juga disebut “serta menjaga
kelestarian lingkungan alam

• Belum jelas, perbedaan manfaat, tujuan dan
sasaran.



PERDA CSR

• Adanya pihak Pemerintah (Bupati dan Tim 
Fasilitator TSP); Praktisi CSR (Forum Pelaksana
TSP); serta masyarakat (pengusul; ?), yang 
bekerja sama dalam Tim Koordinasi Pengelolaan
Program dan Kegiatan TSP

• Dalam hal ini belum terlihat aktivitas membangun
kerja sama lintas ABG KM 



PERDA CSR

Tata cara pemenuhan (Proses Pengusulan Aktivitas)

• Untuk sinergi akan lebih baik pemda (Tim 
Fasilitator) menentukan prioritas pembangunan
Kabupaten Madiun. Bila berdasar usulan
masyarakat. Dapat dimungkinkan tidak sejalan
upaya membangun sinergi dan sinkronisasi. 
Usulan masyarakat dapat terjadi tergantung
kepentingan pihak pengusul.


